BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG .

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE
TAHUN ANGGARAN 2024

O
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EQ

¢
BUPATI TULUNGAGUNG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanak tentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang No A Tahun 2014 tentang

Nomor 12 Tah tentang Pengelolaan Keuangan

Pemerintahan Daf@‘ Pasal 177 Peraturan Pemerintah
Daerah, Bupa jib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah a erubahan Anggaran Pendapatan dan
BelagjaDabrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
u%emperoleh persetujuan bersama;
b.& Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
éﬁmggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan

merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
% Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam
% perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Q Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon
Q Anggaran Sementara yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah pada tanggal 3 Agustus 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran
2024.



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undan®Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembenturah

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propiﬁi Di a Timur

dan Undang-Undang Nomor 16 Ta 50 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Be am lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa hs Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta n Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomoh, 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesi or 2730);

3. Undang-Undang N Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lemb ara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4

4. Und ang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perb haraan Negara (Lembaran Negara Republik

nesia tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
@. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
% Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
QQ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan aturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ) @2022
tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUr@gg&embaran

Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Repub onesia Nomor

6856); ¢
Undang-Undang Nomor 1 TeQ tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemeﬁ Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Ne ublik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambah ran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
Peraturan h Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudu euangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daex baran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Mi:nf esia Nomor 4028);

6P%raturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

11.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pem&gintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia’ @017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Re bli&"

Nomor 6041); 6

K donesia
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tah 7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pim “afl Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 106) sebagaimana telah
ﬁerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubaha raturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 %

Pimpinan ta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembar egara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

diubah dengan Peratu

Hak Keuangan dan Administrasi

6);
15 P@( Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
&gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
cmdonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
@ Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

% 16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
QQ Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan aporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Kell artai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Te@ 2’ 8 Nomor
630);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No @ 0 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pem alkar™ Daerah (Berita
Republik Indonesia Tahun 20 or 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Wegeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang  Klasifikasi, fikasi dan  Nomenklatur

Perencanaan Pem dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republi esia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan alam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang |Redpman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berxh a Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23@

E t ng Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021

t€ntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
@ Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
% Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah  tentang Penjabaran  Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri
E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun
2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri
E);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor %0 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Bel éerah

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Dae h%bupaten
Tulungagung Tahun 2023 Nomor 3 Seri 6

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulunga omor 2 Tahun
2024 tentang Pertanggungjawab elakSanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja D un Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabu Tulungagung Tahun 2024
Nomor 1 Seri A); %

Dengan Persegt ersama
DEWAN PER RAKYAT DAERAH
LUNGAGUNG

&PATI TULUNGAGUNG

QA‘ MEMUTUSKAN
Menetapkan % TURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2024.
Pasal 1

eraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
Bupati adalah Bupati Tulungagung.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.



5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami
perubahan dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah ¢ 6

a. Semula Rp 2.813.625.821.903,00 §

b. Bertambah Rp 76.683.904.431,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp @Qﬁ309.726.334,00
2. Belanja Daerah .

a. Semula Rp 3.028.225.821.903 Q

b. Bertambah Rp 270.719.213.196,0

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 3.298.945.035.099,00

Jumlah Defisit setelah perubahan Rp (408.635.308.765,00)
3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pemblayaan
1) Semula 000 000,00
2) Bertambah 065.308.765,00

Jumlah  Peneri b1ayaan setelah
perubahan ﬁ\ Rp  424.035.308.765,00
b. Pengeluaran
1) Semulé 15.400.000.000,00
2) Berta @ . 0,00
Jum geluaran Pemblayaan setelah Rp 15.400.000.000,00
b

h Pemblayaan Netto setelah
Rp  408.635.308.765,00

bahan
Q Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah RpP 0,00

perubahan

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1,

bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 592.236.545.608,00
2) Bertambah Rp 34.545.692.007,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 626.782.237.615,00




b. Pendapatan Transfer
1) Semula Rp 2.221.389.276.295,00
2) Bertambah Rp 42.138.212.424,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp 2.263.527.488.719,00
Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,

bersumber dari:

a.

(2) Pendapatan

. Retribusi Daerah Q
1) Semula Rp 18.029.221.500,00 .

Pajak Daerah
1) Semula Rp 131.397.000.000,00 ’\
2) Bertambah Rp 23.528.000.000,00

¢

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 25.000.000,00

2) Bertambah Rp 439.465.061.467,0

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubaha 457.494.282.967,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ya 1Sahkan

1) Semula Rp 6.953 ,00

2) Bertambah Rp .915,00

Jumlah Hasil Pengelolaan an Daerah
yang Dipisahkan setelah n Rp 7.247.861.023,00

Lain-Lain Pendapatan ac€rah yang Sah
435.856.753.000,00

(428.741.659.375,00)

1) Semula
2) Berkurang

ndapatan Asli Daerah yang

Jumlah Lain-ﬁ'a
Sah setelaly pe han Rp 7.115.093.625,00
L 4
sfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,

bersum 1;

a.

o

b.

tan Transfer Pemerintah Pusat
emula Rp 2.020.965.337.000,00
Bertambah Rp 6.374.325.219,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 2.027.339.662.219,00
setelah perubahan

Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp 200.423.939.295,00
2) Bertambah Rp 35.763.887.205,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 236.187.826.500,00

setelah perubahan



Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp 2.347.825.218.856,00

2) Bertambah Rp 255.016.239.246,00

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp 2.602.841.458.102,00
b. Belanja Modal

1) Semula Rp 259.895.644.047,00

2) Bertambah Rp 15.138.551.978,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 275.%& .025,00
c. Belanja Tidak Terduga 'S

1) Semula Rp 15.000.000.000,00 o

2) Berkurang Rp (10.000.000.000,00) Q

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan . 5.000.000.000,00
d. Belanja Transfer

1) Semula Rp
2) Bertambah Rp
Jumlah Belanja Transfer setelah perubah Rp  416.069.380.972,00

(1) Belanja Operasi sebagaimana,di % dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
a. Belanja Pegawai

1) Semula \? 1.366.845.087.938,00

2) Bertamba 36.658.720.256,00
€sawai setelah perubahan Rp 1.403.503.808.194,00

Jumlah

Rp  814.304.684.918,00
Rp  198.644.515.190,00

)

ah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp 1.012.949.200.108,00
Qrubahan
Q lanja Hibah
1) Semula Rp 150.214.371.000,00
2) Bertambah Rp 24.668.203.800,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 174.882.574.800,00
d. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp 16.461.075.000,00
2) Berkurang Rp (4.955.200.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Rp 11.505.875.000,00

perubahan
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(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.

(3) B

Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp 5.205.150.000,00

2) Bertambah Rp 560.616.700,00

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp 5.765.766.700,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp 90.157.541.081,00

2) Berkurang Rp (2.427.941.145,00)

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 87.729.599.936,00
setelah perubahan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan * 6

1) Semula Rp 55.406.205.366,00 \

2) Bertambah Rp 7.657.273.087,00 4

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp &)63.478.453,00

setelah perubahan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula Rp 97.430.592.60
2) Bertambah Rp 9.652.258.836,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringa

4

Rp 107.082.851.436,00
Irigasi setelah perubahan

Belanja Modal Aset Tetap Lainny@
1) Semula Rp 488°155.000,00

2) Berkurang Rp .655.500,00)

Jumlah Belanja Modal Asét Tetap Lainnya Rp 7.649.499.500,00
setelah perubahan 6

Belanja Modal Asex‘nya

1) Semula &Rp 238.000.000,00

2) Bertafhbah Rp 3.505.000.000,00

Jumlah a’Modal Aset Lainnya setelah Rp 3.743.000.000,00

peru
%Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri
nja tidak terduga, yaitu:

QSemula Rp 15.000.000.000,00
QZ) Berkurang Rp (10.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a.

Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp 13.661.950.000,00

2) Bertambah Rp 4.138.421.972,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 17.800.371.972,00
Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 391.843.009.000,00

2) Bertambah Rp 6.426.000.000,00
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Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Rp 398.269.009.000,00

perubahan

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1)
2)

Semula Rp 230.000.000.000,00
Bertambah Rp 194.035.308.765,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp  424.035.308.765,00

b. Pengeluaran Pembiayaan . \6

1) Semula Rp 15.400.000.000,00
2) Bertambah Rp 0,00 ¢
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp .400.000.000,00
Perubahan
¢

Pasal 8 9
(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaks lam Pasal 7 huruf a, terdiri

atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggara ebelumnya
1) Semula 0.000,00
2) Bertambah .308.765,00

garan Tahun Rp 374.035.308.765,00

Sebelumnya setel e

Pencairan Dana Ca n

1) Semula é P 50.000.000.000,00

2) Bert b& Rp 0,00

Jumlah isan Dana Cadangan setelah Rp 50.000.000.000,00

a
as:

.
(2) Pen% Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
te

\
> mbentukan Dana Cadangan
0 Semula Rp 15.000.000.000,00
2)

Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Rp 15.000.000.000,00
perubahan

Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp 400.000.000,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Rp 400.000.000,00

perubahan
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Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung ini terdiri dari :

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

S. Lampiran V

o

Lampiran VI

™

Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X
11. Lampiran XI
12. Lampiran XII

13. Lampiran

15. Lampiran XV
16. Lampiran XVI

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembjajaanh
Rekapitulasi  Perubahan  Belanja  Menurut™, Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program f| 'fan Beserta
Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluara

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah k Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemeri Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan egara;

Sinkronisasi Program
Perubahan APBD;

Sinkronisasi Progr atan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RK
Perubahan

Rekapitulasi Perubahan BeladajasJntuk Pemenuhan SPM;
PJMD dengan Rancangan

erubahan PPAS dengan Rancangan

Sinkronisagi WProgram Prioritas Nasional dengan Program

agrah;

lah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

x iutang Daerah;

D% r Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
ainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah dan Aset Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang

Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun

Anggaran yang Direncanakan;

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2024

Pj. BUPATI TULUNGAGWNG,

*

HERU S
Diundangkan di Tulungagung .
pada tanggal 2024 Q

SEKRETARIS DAERAH, 0
Drs. TRI HARIADI, M.Si @
Pembina Utama Madya Q

NIP. 19700906 199101 1 001

Lembaran Daerah Kabup& ungagung
Tahun 2024 Nomor er

NOMOR REGIS@ERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR



Lampiran | : Rancangan Peraturan Daerah
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KABUPATEN TULUNGAGUNG
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

JUMLAH (Rp)

KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 2 3 4
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 592.236.545.608,00 626.782.237.615,00 34.545.692.007,00
4.1.01 Pajak Daerah 131.397.000.000,00 154.925.000.000,00 23.528.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 18.029.221.500,00 457.494.282.967,00 439.465.061.467,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.953.571.108,00 7.247.861.0?3,00 294.289.915,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 435.856.753.000,00 7.115.093.625,0 -428.741.659.375,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.221.389.276.295,00 % 42.138.212.424,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.020.965.337.000,00 6.374.325.219,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 200.423.939.295,00 35.763.887.205,00
Jumlah Pendapatan 2.813.625.821.903,00 76.683.904.431,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 2.602.841.458.102,00 255.016.239.246,00
5.1.01 Belanja Pegawai 1.403.503.808.194,00 36.658.720.256,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.012.949.200.108,00 198.644.515.190,00
5.1.05 Belanja Hibah ‘ 0:214.371.000,00 174.882.574.800,00 24.668.203.800,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial v¢ 461.075.000,00 11.505.875.000,00 -4.955.200.000,00
5.2 BELANJA MODAL 259.895.644.047,00 275.034.196.025,00 15.138.551.978,00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.205.150.000,00 5.765.766.700,00 560.616.700,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.157.541.081,00 87.729.599.936,00 -2.427.941.145,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.406.205.366,00 63.063.478.453,00 7.657.273.087,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 97.430.592.600,00 107.082.851.436,00 9.652.258.836,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 11.458.155.000,00 7.649.499.500,00 -3.808.655.500,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 238.000.000,00 3.743.000.000,00 3.505.000.000,00
5.3 BELANJA TIDAK TERE 15.000.000.000,00 5.000.000.000,00 -10.000.000.000,00
5.3.01 Belanja Tidak 15.000.000.000,00 5.000.000.000,00 -10.000.000.000,00
5.4 BELANJA TRANSFER 405.504.959.000,00 416.069.380.972,00 10.564.421.972,00
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 13.661.950.000,00 17.800.371.972,00 4.138.421.972,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 391.843.009.000,00 398.269.009.000,00 6.426.000.000,00
Jumlah Belanja 3.028.225.821.903,00 3.298.945.035.099,00 270.719.213.196,00
Total Surplus/(Defisit) -214.600.000.000,00 -408.635.308.765,00 -194.035.308.765,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 230.000.000.000,00 424.035.308.765,00 194.035.308.765,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 180.000.000.000,00 374.035.308.765,00 194.035.308.765,00
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 15.400.000.000,00 15.400.000.000,00 0,00
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JUMLAH (Rp)
KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 2 3 4 5
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 15.400.000.000,00 15.400.000.000,00 0,00
Pembiayaan Netto 214.600.000.000,00 408.635.308.765,00 194.035.308.765,00
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00
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